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Skripsi membahas Relasi Kepala Desa dan Masyarakat Pasca 
PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 
Selayar Periode 2008-2013. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana relasi Kepala Desa dan Masyarakat Pasca PILKADES di Desa Laiyolo 
Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dan bagaimana dampak 
relasi Kepala Desa dan Masyarakat terhadap pembangunan di Desa Laiyolo. 
Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana relasi 
Kepala Desa dan Masyarakat paska PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan 
Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2008-2013 dan bagaimana 
dampak relasi Kepala Desa dan Masyarakat terhadap pembangunan di Desa 
Laiyolo. Memakai teknik pengumpulan data primer digunakan peneliti sebagai 
dasar analisis dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dengan menggunakan 
teknik pengumpulan, dekumentasi, online dan analisis data. 
Hasil penelitian di Desa Laiyolo bahwa Kepala Desa berpihak Kepada 
Pendukungnya. Hubungan Kepala Desa dan Masyarakat Dusun Padangoge, Dusun 
Pagarangan dan Dusun Baringan, baik karena melayani masyarakat, dan bergaul 
dengan masyarakat. Dari segi pembangunan untuk menyediakan sarana dan 
prasarana di tiga dusun ini Kepala Desa melakukan dengan efektif dan kurang 
efektif, memberikan bantuan secara merata karena merupakan pendukungnya. 
Sedangkan hubungan Kepala Desa dan Masyarakat di Dusun Sangkeha dan Dusun 
Lebo tidak baik karena kebanyakan bukan pendukung Kepala Desa sehingga 
kurang diperhatiakan. Dari segi pembangunan Kepala Desa, kurang menyediakan 
sarana dan prasarana. Kepala Desa dalam memberi bantuan secara tidak merata. 
Berdampak pada pembangunan dan bantuan kepada masyarakat di setiap dusun 












A. Latar Belakang Masalah 
Keadaan pemerintah Desa sekarang ini adalah sebagai akibat warisan dari 
undang-undang lama yang pernah ada yang mengatur pemerintahan Desa, yaitu 
Inlandsche Gemeente Odonnantie atau I.G.O. (Stbl No. 83/1906) yang berlaku 
untuk Jawa dan Madura dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 
atau I.G.O.B. (Stbl No. 490/19380) jo Stbl No. 681/1938 yang berlaku diluar Jawa 
dan Madura. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan 
Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk 
tumbuh kearah kemajuan yang dinamis runtuhnya Hindia Belanda pada tahun 1942 
disusul langsung pendudukan Jepang, namun I.G.O. dan I.G.O.B. tetap 
diberlakukan pada pendudukan Jepang. Undang-undang yang mengatur Desa 
sangat diharapkan sebagai pengganti I.G.O. dan I.G.O.B.1 
Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah 
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di 
dalamnya  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 
terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 
                                                          
1 Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 138 
2 Ibid, h. 138 
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Bola reformasi yang terus bergulir telah mendorong kita untuk 
mengevaluasi dan melihat jauh kebelakang tentang bagaimana wajah desa yang 
sesungguhnya, bagaimana kita telah mengatur selama ini. Pengaturan dan 
pembangunan desa dan masyarakatnya yang telah dilakukan lebih dan 30 tahun di 
sepanjang Orde Baru sepertinya menghasilkan desa dengan wajah cukup 
memprihatinkan. Munculnya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah 
sekaligus retaknya ikatan sosial dalam masyarakat desa dan terbentuknya perilaku 
birokrasi pemerintah, sampai ke pemerintah desa yang lebih mengedapankan 
kekuasaan sering menimbulkan situasi konflik kepentingan antara masyarakat di 
satu pihak dengan pemerintah desa di lain pihak dan pada gilirannya telah 
menyebabkan masyarakat bersifat apatis serta kurang bergairah.3 
Gejolak sosial yang muncul akhir-akhir ini merupakan suatu petunjuk 
bahwa ikatan sosial masyarakat telah melemah dan mungkin juga rapuh. Situasi 
antar warga dalam suatu wilayah, terutama di desa seperti hilang dan yang muncul 
adalah “siapa luh, siapa gue.” Solidaritas sepertinya hilang dan yang muncul adalah 
perilaku yang menyimpang sesama warga. Karena mengandung penafsiran yang 
berbeda dalam tingkat desa dalam mengatur kebijakan pembangunan.4 
Dampak dari pemutlakan akibat legitimasi power dalam perumusan 
program-program pembangunan masyarakat desa pada tahap implementasinya 
                                                          
3 Dr. S.H.Sarundajang, Arus, Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Manado: Kata, 2011), 
h. 223 
4 Ibid, h. 224 
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adalah munculnya berbagai penyimpangan program yang bersifat sruktural. 
Misalnya, masyarakat tidak berdaya di tengah situasi Conflict of interest atas akses 
pembangunan. Ketika berhadapan dengan pihak-pihak dari luar desa seperti halnya 
aparat pemerintah, maupun kalangan pengusaha swasta maupun pihak-pihak dari 
dalam desa itu sendiri yaitu elit desa. Masyarakat seolah-olah menjadi objek 
semata. Pengentasan kemiskinan dijadikan label oleh berbagai instansi pemerintah 
untuk memperbesar pengentasan anggaran tanpa berupaya mengoptimalkan output 
khususnya tingkat kesejahteraan masyarakat.5 
Posisi kepala desa sebagai ketua umum Lembaga Masyarakat Desa dan 
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah menjadikannya lebih dominan dalam 
memberikan arah dan menurunkan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan 
sebelumnya dari atas. Sehingga yang terjadi bukan bottom-up tetapi top-down. 
Pendapat ini diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa pada prakteknya hampir semua 
anggota LMD dan LKMD adalah tunjukan dari kepala desa, sehingga tidak ada 
lembaga kontrol yang sungguh-sungguh efektif terhadap kepala desa.6 
Efektivitas pemimpin sangat terkait dengan soal pengambilan keputusan. 
Karenanya, prosesnya penting untuk cepat dan tepat dalam memutuskan kebijakan 
kebijakan strategis, untuk itu, di butuhkan skala prioritas. Pemimpin yang efektif 
                                                          
5 Ibid, h. 225  
6 Ibid, h. 226 
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tahu mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting, serta mampu 
mendahulukan mana yang menjadi prioritas.7 
Visi founding fathers tentang desa adalah terwujudnya desa yang makmur, 
aman, tertib, sentosa, guyub, modern, dan demokratis. Misinya adalah menarik desa 
kedalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar 
sistem sebagaimana pemerintah kolonial memperlakukan desa. Srateginya adalah 
menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang, dan 
pembinaan yang sungguh-sungguh.  
Visi Mohammad Hatta tentang desa di sampaikan pada tahun 1932. 
Menurut Mohammad Hatta, desa mempunyai unsur-unsur demokratis dalam 
kehidupan masyarakat yang pertama adanya rapat, kedua adanya mufakat untuk 
kebijakan bersama, dan ketiga gotong royong mengerjakan pekerjaan yang 
menyangkut kepentingan bersama.8    
B. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan mengetahui atau memahami Relasi Kepala Desa dan 
Masyarakat dalam suatu desa dan mengenal lebih dekat Pemerintahan Desa, 
utamanya kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Laiyolo, maka masalah 
pokok yang dijadikan obyek utama penelitian dalam skripsi ini adalah : Bagaimana 
relasi kepala desa dan masyarakat pasca PILKADES ? Untuk memudahkan 
                                                          
7  M. Alfan alfian, Menjadi Pemimpin Politik, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 135 
8 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: 
Erlangga, 2011), h. 231 
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menjawab masalah pokok tersebut, maka disusunlah sub-masalah sebagaimana 
berikut ini : 
1. Bagaimana relasi Kepala Desa dan masyarakat Pasca PILKADES di Desa 
Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar periode 
2008-2013? 
2. Bagaimana dampak relasi Kepala Desa dan masyarakat terhadap 
pembangunan di Desa Laiyolo?  
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan dari penilitian skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan 
a. Mengetahui bagaimana relasi Kepala Desa dan masyarakat paska 
PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten 
Kepulauan Selayar periode 2008-2013. 
b. Mengetahui dampak relasi Kepala Desa dan masyarakat terhadap 
pembangunan di Desa laiyolo. 
2. Kegunaan 
a. Diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini dapat menambah khasanah 
ilmu-ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik. 
b. Dengan adanya hasil penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, 
diharapkan dapat membantu proses pembelajaran secara akademik 
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dalam lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik khususnya 
pada jurusan Ilmu Politik dan dalam studi-studi tentang pemimpin 
khususnya Kepala Desa yang menyangkut tentang relasi terhadap 
masyarakat. 
D. Tinjauan Pustaka 
Penulisan skripsi dengan tema pemimpin politik sangat baik menjadi tolak 
ukur bagi penelitian ini. Hal ini membuat penulis mengambil judul “Relasi Kepala 
Desa dan Masyarakat Pasca PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu 
Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2008-2013”. Demi melengkapi referensi, 
penulis mengangkat beberapa kajian pustaka untuk mendukung skripsi ini, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Lebih menjelaskan Penilaian Masyarakat Desa tehadap Pemerintahan Desa 
dalam Era Otonomi Daerah. Yang dimana hasil penelitian Indra Bodianto 
dalam penilaian masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa adalah 
kurangnya kerja sama aparat Desa, aparat Desa kurang disiplin dalam 
menjalankan tugasnya, peraturan Desa dibuat kurang tepat sasaran dan 
kurang dapat solusi terhadap suatu pelenggaran, adanya praktek korupsi, 
kolusi dan nepotisme, tidak terjalin kerjasama antar aparat Desa dan adanya 
konflik internal antara aparat Desa. Masalah yang terdapat di atas, hipotesis 
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yang menyatakan bahwa terdapat masalah yang dihadapi Pemerintah Desa 
menurut Masyarakat Desa.9 
2. Studi ini merupakan jenis deskriptif kualitatif yang berusaha memberi 
penjelasan mengenai Pilkades dan pembentukan elit Desa Barumbung. 
Adapun teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori elit politik, teori 
budaya politik, teori partisipasi politik dan teori etnisitas. 
Skripsi ini adalah studi tentang Pilkades dan hubungannya dengan 
proses pembentukan komposis elit politik desa dan mengemukakan pula 
model yang digunakan dalam pembentukan komposisi elit politik desa 
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisa induktif, lokasi 
penelitian pada Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali 
Mandar. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam Pilkades yang 
dilaksanakan pada Desa Barumbung mempunyai pengaruh dalam proses 
pembentukan komposisi pembentukan elit politik desa. dimana Pilkades 
sebagai sarana penentu elit desa, Pilkades sebagai sarana memperoleh 
posisi elit desa, dan Pilkades sebagai penentu orientasi budaya politik elit 
desa. Ketiga hal tersebut tidak terlepas dari faktor hubungan emosional 
                                                          
9 Indro, Budianto. Penilaian Masyarakat Desa Tehadap Pemerintahan Desa Dalam Era 
Otonomi Daerah (Studi kasus: Desa Sriharjo, Kecamatan imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi 
Daerah Istimewah Yogyakarta), Universsitas Sumatra Utara.  2007, h. 59 
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masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pilkades yang didasarkan 
pada faktor kesukuan, kekerabatan, dan asal dusun yang sama.10    
3. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana upaya pemerintah Desa 
Moncongkomba dalam memberdayakan masyarakatnya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuasaan 
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat sekaligus mengkaji 
faktor pondorong dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di 
Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar. 
Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan ini peneliti menggali informasi secara alamiah tentang peranan 
pemerintah desa di desa tersebut. Sumber data utama adalah kata-kata dan 
tindakan para responden kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Teknik dalam menggali data adalah melalui pengamatan, wawancara, dan 
dekumentasi.  
Hasil penelitian dari tiga unsur pokok yang meliputi pembinaan 
masyarakat, pengayom masyarakat, pelayanan masyarakat, dan 
pengembangan pada masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa 
sederhana telah berhasil membangun komunikasi masyarakat sehingga 
dapat berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan di desanya, meskipun 
                                                          
10 Mustakim, Kamil. PILKADES dan Pembentukan Komposisi Elit Politik Desa Pada 
Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten polewali Mandar, Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 2012, h. 12 
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disadari oleh pemerintah desa bahwa ada faktor yang menghambat dan 
mendorong dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan peran 
Kepala Desa terdapat dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Desa 
Mencongkomba Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar.11 
4. Buku Pemimpin dan Kepemimpinan membahas frasa metaforik Napoleon 
tersebut memiliki makna “Bersayap” bahwa suatu kelompok, organisasi 
baik Swasta maupun Pemerintah, keberhasilannya berada pada pemimpin 
dan kepemimpinannya. Sementara itu, bawahan merupakan 
“Perpanjangan” pelaksanaan dari ide, dan kebijakan pemimpin. Beberapa 
persyaratan bagi pemimpin yang handal di antaranya adalah baik dan 
bijaksana serta penuh kemanusiaan, tidak egoistis, tidak overambisius, 
tidak mementinkan diri sendiri, dan tidak gila kekuasaan. 
Dipihak lain pemimpin yang abnormal yang mempunyai sifat emperior 
misalnya akan berdampak dalam penyimpangan-penyimpangan tingkah 
laku atau gejalah psigologis, mungkar, dan penyimpangan sosial pada 
anggota-anggotanya. Namun untuk beberapa kasus  abnormalitas- pada 
karakter mereka tidak selalu merupakan “Bayangan Gelap” bagi dirinya dan 
anggota-anggotanya. Apabila abnormalitas sesuai dengan tuntutan situasi 
dan kondisi pada masanya.12 
                                                          
11 Ahmad, Afandi. Upaya Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa 
mencongkomba Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar, Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 2012, h.11 
12 Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. 
21 
 
Mengambil buku ini karena dalam buku menjelaskan bahwa keberhasilan 
suatu pemerintahan tergantun dari pemimpin dan kepemimpinannya maka dari itu 
Desa bisa berhasil apabila Kepala Desa tidak melakukan penyimpangan sosial 
terhadap anggota-anggotanya dan masyarakatnya.   
E. Kerangka Teori 
Terlihat dari judul penelitian yaitu “Relasi Kepala Desa dan Masyarakat 
Pasca PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 
Selayar Periode 2008-2013. Peneliti menggunakan beberapa teori ilmiah yang 
relevan dengan apa yang akan di teliti nantinya. Adapun teori-teori ilmiah antara 
lain adalah:  
1. Teori Elit politik 
Mulanya “teori elit politik”, lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial 
Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuwan politik) 
dan sosiolog C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa 
masa awal munculnya fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca 
(Italia). 
a. Menurut Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941) 
Percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil 
orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran 
mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa 
menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. 
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Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang 
berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan 
masyarakat. 
Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan 
masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu 
orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam 
matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Karena itu 
menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: lapisan atas, yaitu elit, yang 
terbagi kedalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak 
memerinyah (non-governing elite), lapisan yang lebih rendah, yaitu non-
elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatian pada elit yang memerintah, 
menurut dia berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan 
kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.  
Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas 
yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya 
selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, menopoli kekuasaan 
dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, Sedangkan 
kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas 
penguasa. Elit Politik merupakan kelompok kecil dari warga Negara yang 
berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang 
luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara 
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operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan 
dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh 
kelompok elit politik.13 
2. Teori Kekuasaan  
a. Menurut Michel Foucault 
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis 
kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang 
untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan  bukanlah 
sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. 
Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari 
relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.14  
Konsep kekuasaan foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Berbeda 
dengan pendapat ahli lain, kuasa menurut Michel Foucault tidak diartikan 
sebagai “kepemilikan”, kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam 
ruang lingkup tertentu dimana ada banyak posisi yang secara strategis 
berkaitan satu dengan yang lain. Foucault juga menjelaskan bahwa Strategi 
kuasa berada dimana-mana. Dimana saja terdapat susunan, aturan-aturan, 
sistem-sistem regulasi, dimana saja ada manusia yang mempunyai 
hubungan tertentu satu sama lain dengan dunia, disitu kuasa sedang bekerja. 
                                                          
13 SP. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 199-202 
14K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 319.  
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Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan 
hubungan-hubungan itu dari dalam.15 
3. Teori Kinerja 
Terminologi kinerja merupakan suatu istilah dalam manajemen yang 
didefinisikan melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda oleh para ahli. 
Konseptualisasi tersebut yang sangat bergantung dari implementasi di instistusi. 
Kinerja yang diterjamahkan dari kosa kata bahasa Inggris performance, juga berarti 
peraturan pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja atau 
penempilan kerja (LAN, 19920).  
Menurut Gibron, Ivancevich dan Donnelly (1997), dikatakan bahwa kinerja 
adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk 
mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Bacaan tersebut  mengandung makna 
bahwa kenerja dinyatakan baik dan sukses dan tujuan di inginkan dapat tercapai 
dengan baik. 
Menurut Rivai dan Basri (2005), bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat 
keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar 
hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 
telah disepakati bersama. 
                                                          
15Eriyanto, Analisis Wacana. (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 65-66.  
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Menurut Harsey dan Blanchard (1988), kinerja merupakan suatu fungsi dari 
motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang harus 
memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.16 
4. Dasar-dasar Kepemimpinan Menurut Al-Quran Surat An-nisa: 58-59 
a. Surat An-nisa: 58 
    
   
    
   
     
      
    
 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat.17 
 
b. Surat An-nisa: 59 
   
   
   
     
    
   
   
    
    
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
                                                          
16Dr. H. Achmad Amins, MM. Manejemen Kinerja Pemerintah Daerah (Samarinda: 
LaksBang, 2009), h. 41-42  
17 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 
JAMUNU, 1969), h. 122. 
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pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.18 
 
Ayat 58 turun kepada para penguasa, mereka harus menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya (ahlinya). Jika mereka memutuskan perkara diantara manusia 
harus seadil-adilnya. Sedangkan ayat 59 turun kepada orang yang dipimpin. 
Mereka harus mentaati penguasa, melaksanakan amanah dari pemimpin. Tetapi 
mereka tidak boleh taat kepada pemimpin yang memerintahkan kepada 
kemaksiatan. Jika ada perselisihan harus mengembalikannya kepada Kitab Allah 
dan Sunnah Rasul. 
Kesimpulan dari kedua ayat tersebut adalah amanah yang pasti akan 
dimintai pertanggung jawabannya di akherat kelak. Membangun pemerintah yang 
baik. Ayat ini bukan hanya peran penguasa akan tetapi rakyat juga ikut menentukan 
arah pemerintahan. Bagaimana mungkin pemerintahan akan berjalan baik jika 
pemimpin dan rakyat tidak saling membangun.   
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana relasi 
Kepala Desa dan Masyarakat paska PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan 
Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2008-2013. Penelitian 
                                                          
18 Ibid., h. 123 
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deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel 
pengamatan secara langsung yang sudah di tentukan secara jelas dan spesifik. 
Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak 
dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan 
kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam metode penelitian kualitatif cenderung punya banyak kualitas yang 
“personable”. Artinya, kita dapat mengenal orang atau kelompok orang yang kita 
riset, sering kali tingkat pengenalan kita melebihi dari yang semestinya dibutuhkan 
untuk proyek riset.19 Misalnya, kita mungkin menjadi akrab dengan keluarga 
seseorang dan latar belakang sosialnya, perhatian mereka, dan aspirasi mereka 
untuk masa depan. 
Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data 
skunder. Data primer adalah sumber data utama yang digunakan sebagai dasar 
analisis. Sumber data primer dapat dilakukan pengumpulan data melalui sebagai 
berikut:  
a. Metode Wawancara 
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara pewancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 
                                                          
19 Lisa Harrizon, Metode Penelitian Politik (Edisi-1, Cet. Ke 2, Jakarta: Kencana, 2009), 
h. 91.  
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tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.20 Penulis akan 
mewancarai masyarakat secara struktur di Desa Laiyolo tentang relasi 
Kepala Desa dan Masyarakat pasca PILKADES di Desa Layyolo 
Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2008-
2013. 
b. Metode Observasi 
Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 
pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.21 Karena 
itu, observasi adalah kemampuan seorang peneliti untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra serta yang lainnya. 
Ada pun pengertian data sekunder adalah sumber data yang 
diperoleh melalui telaah kepustakaan. Data sekunder teknik pengumpulan 
dengan menggunakan: 
a. Metode Dokumentasi 
Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau 
didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.22 Secara detail bahan 
dokumenter terbagi beberapa macam seperti otobiografi, surat-surat 
                                                          
20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Kencana, 2009), h. 108.  
21 Ibid., h. 115.  
22 Ibid., h. 122  
29 
 
pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen 
pemerintah maupun swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data server dan 
flashdisk, data tersimpan di web site. 
b. Metode Online 
Metode online adalah metode yang digunakan peneliti melalui 
media online seperti internet, sehingga internet merupakan salah satu media 
atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusurari berbagai informasi, 
mulai dari informasi teoritis maupun data primer ataupun skunder yang 
diinginkan peneliti untuk kebutuhan penelitian.23 
3. Teknik Analisis Data 
Peneliti mendapatkan Data yang diperoleh melalui observasi dan 
wawancara dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data relasi kepala desa dan 
masyarakat di Desa Laiyolo menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari metode 
ini untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai relasi Kepala Desa 
dan Masyarakat di Desa Laiyolo. Sehingga metode ini digunakan peneliti untuk 
mengamati secara kritis. Hal ini peneliti akan mendapatkan keterangan yang jelas 
dan baik terhadap suatu masalah di daerah tertentu. 
G. Defenisi Oporasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Skripsi ini berjudul : “Relasi Kepala Desa dan Masyarakat Pasca PILKADES di 
Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayar Periode 2008-
                                                          
23 Ibid., h. 124.  
30 
 
2013”. Untuk terhindar dari sebuah kesalah pahaman dalam pemaknaan dan memaknai 
judul di atas, maka berikut ini dikemukakan variabel-variabel penting yang terkait 
langsung dengan judul skripsi. 
1. Pengertian Judul 
Kata Relasi dalam istilah bahasa Indonesia yakni hubungan, perhubungan 
pertalian dengan orang lain. Sedangkan kata Kepala Desa adalah Pemimpin 
Pemerintahan Desa yang dipilih oleh masyarakat secara langsung yaitu 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan penyelenggara dan penanggung 
jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam 
rangka penyelenggara urusan Pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai larangan 
melakukan kegiatan-kegiatan atau yang melalaikan tindakan yang menjadi 
kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Daerah dan 
Masyarakat. 
Kata masyarakat adalah kelompok yang bergerak, retak dan berubah 
sehingga bisa satu kesatuan golongan yang tetap berhubungan dan mempunyai 
kepentingan yang sama. Sedangkan pasca PILKADES adalah sudah pemilihan 
Kepala Desa. 
Selanjutnya, Masyarakat Desa Laiyolo yang dimaksudkan disini adalah 
yang tinggal di Desa Laiyolo atau menjadi penduduk di Desa Laiyolo. Masyarakat 
Desa Laiyolo sendiri perlu dipahami sebagai sebuah komunitas atau suku bangsa 
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yang berada di Indonesia bagianTimur dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan 
Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa Relasi Kepala Desa dan 
Masyarakat Pasca PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten 
Kepulauan Selayar Periode 2008-2013 merupakan hubungan antar kepala desa 
dengan masyarakat desa di dalam membangun pemerintahan desa karena didorong 
oleh semangat kemanusiaan yang tinggi. Dimana kepala desa peduli dengan 
masyarakat dan lingkungannya dalam membangun Desa bersama dan Negara kita 
secara nasional dan khususnya masyarakat Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini dioperasionalkan pada pembahasan tentang 
relasi Kepala Desa dan masyarakat di Desa Laiyolo dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Kepala Desa dan masyarakat yang ada di Desa Laiyolo sebagai 
masyarakat yang di pimpin atau dalam membentuk suatu Desa yang maju dan 
damai. 
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi 
Untuk mempermudah memahami dan mengetahui pembahasan dalam skripsi ini, 
maka penulis sengaja memberikan deskripsi pada tulisan ini, yang disusun berdasarkan 
urutan bab. Mulai dari bab I sampai dengan IV, yang secara umum dibagi sebagai berikut: 
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Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, 
serta beberapa masalah pokok dalam skripsi ini. Diantaranya: rumusan masalah, 
pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini juga 
merupakan sebuah pengantar pada inti pembahasan. 
Bab II, Sejarah terbentuknya Pemerintahan Desa di Indonesia dan gambaran 
tentang letak geografis tempat penelitian. 
Bab III, Hasil penilitian tentang relasi Kepala Desa dan Masyarakat Pasca 
PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar 
Periode 2008-2013. Dampak relasi Kepala Desa dan Masyarakat terhadap pembangunan 
di Desa Laiyolo.  
Bab IV, Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi seluruh 
uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sekaligus jawaban terhadap 












GAMBARAN UMUM LOKASI PENILITIAN 
 
A. Sejarah Terbentuknya Pemerintahan Desa di Indonesia 
Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer 
Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie Pada masa penjajahan 
Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang 
berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa 
yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah 
leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta 
memiliki batas yang jelas. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai desa 
perlu kita lihat dari aspek historis berbagai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang desa. Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sejak 
zaman kolonial. 24 
1. Zaman Kerajaan-Kerajaan Nusantara 
Keberadaan desa sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. 
Informasi tertulis mengenai masalah tersebut tidak banyak. Dalam cerita rakyat 
yang disampaikan secara lisan kita banyak mendapatkan informasi bahwa usia desa 
sudah sangat tua. Melalui cerita rakyat pula kita dapat membayangkan bagaimana 
kehidupan masyarakat desa pada saat itu. 
                                                          




Meskipun sedikit, ada juga informasi tertulis. Seorang ahli purbakala 
bangsa Belanda menemukan prasasti yang diperkirakan ditulis pada pertengahan 
abad ke-14 atau kurang lebih tahun 1350. Prasasti tersebut menginformasikan 
adanya desa. Bayu Surianingrat (1992: 14-18) menjelaskan bahwa pada tahun 
1939, A. Gall mengirimkan prasasti Himad Walandit ke Dinas Purbakala Jakarta. 
Prasasti tersebut menginformasikan adanya Desa Walandit adalah desa swatantra, 
desa otonom, yang tidak tunduk kepada desa atau kekuasaan yang lebih atas. 
Sementara itu, pihak Himad mengatakan bahwa Walandit adalah desa atau wilayah 
perdikan di bawa wilayahnya. Perselisihan ini lalu dibawa kesidang pengadilan 
kerajaan Jenggala-Kediri. Dengan mengajukan bukti berupa sekeping prasasti 
Sindok, pihak Walandit memenangkan perkara. Walandit dinyatakan sebagai desa 
swatantra atau otonom dan semua pejabat kerajaan Jenggala-Kediri diminta 
menghormati hak-haknya.25 
Pada 1880 juga ditemukan pertulisan Walandit oleh seseorang perempuan 
bangsa Indonesia di daerah penanjangan, tengger, Jawa Timur. Pada 1899 
pertulisan atau piagam tersebut disalin oleh Brandes dan disiarkan dalam Notulen 
Directievergaderingan KBG XXXVII. Piagam tersebut menginformasikan bahwa 
warga Desa Walandit pada bulan terang dikenakan pungutan untuk upacara 
menghormati Berahma (gunung Bromo di pegunungan Tengger). Perintah raja 
mengenakan pungutan kepada warga Desa Walandit tersebut ditulis dalam Piagam 
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Loyang. Prasasti dan piagam tersebut membuktikan bahwa pada abad ke-14 di 
Indonesai sudah terdapat desa dengan status swatantra, otonom.26 
Bagaimana praktik penyelenggaraan pemerintahan desa pada waktu itu? 
Dalam hal ini pun tidak banyak sumber tertulis yang memberi informasi secara 
lengkap. Akan tetapi, sedikit gambaran bagaimana praktik pemerintahan desa pada 
waktu itu bisa dilihat pada praktik pemerintahan desa dalam masyarakat Baduy di 
Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Asumsinya, apa yang dipraktikkan masyarakat 
Baduy dalam menyelenggarakan pemerintahan desainnya tidak banyak berbeda 
dengan yang dipraktikkan nenek moyangnya pada Zaman Kerajaan Pajajaran abad 
ke-11-15. 
2. Zaman Hindia Belanda 
Sampai dengan akhir abad ke-15 bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
merdeka. Sebagai bangsa merdeka, bangsa Indonesia menjadi tuan rumahnya 
sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia hidup aman, tenteram, dan makmur di 
bawah kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun 
ketentraman dan kemakmuran bangsa Indonesia tersebut mulai terusik ketika 
bangsa Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Bangsa Eropa mula-mula datang 
hendak berdagang tapi kemudian bernafsu menjajah. Pada 1511 Malaka dikuasai 
Portugis. Dalam waktu yang sama bangsa Spanyol tiba di Maluku. Kemudian pada 
akhir abad ke-16 bangsa Belanda tiba di Banten, terus ke maluku27 
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Belanda dengan armada dagannya yang disebut VCO kemudian 
menundukkan kerajaan-kerajaan Nusantara. Oleh karena itu, secara politis desa 
juga berada di bawah kekuasaan VOC. Namun demikian, sampai dengan kekuasaan 
VOC berakhir pada akhir abad ke-18 desa tetap dibiarkan seperti sedia kala. Baru 
setelah wilayah Indonesia diurus langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda yang 
kemudian menerapkan organisasi pemerintah yang modern, desa mendapatkan 
pengaturan yang formal. 
Pada tahun 1854, berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda di Hindia 
Belanda diberlakukan semacam UUD Hindia Belanda yang disebut Indische 
Staatsregeling, pemerintahan kolinial memberikan hak untuk menyelenggarakan 
pemerintah sendiri kepada desa atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum pribumi 
dengan sebutan Inlandsche Gemeente.28  
Pada 1906 dikeluarkan Inlandsche Gemeente Odonnantie Java en 
Madoera, disingkat  I.G.O. (Stbl No. 83/1906) yang berlaku untuk Jawa dan 
Madura dan kemudian pada 1936 dikeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonnantie 
Buitengewesten, disingkat I.G.O.B. (Stbl No. 490/19380) jo Stbl No. 681/1938 
yang berlaku diluar Jawa dan Madura. Contoh pemerintah desa berdasarkan I.G.O 
(di Jawa) adalah pemerintahan desa di bawah kesultanan Yogyakarta. Desa adalah 
pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah atau een hofdig bestuur. Lurah dibantu 
oleh perabot Desa (Kamituwo, Jogoboyo, Kaum, Ulu-ulu, dan Carik). Lurah tidak 
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dipilih oleh rakyat tapi diangkat oleh pepatih Dalem setelah mendengar suara 
rakyat. Sedangkat Perabot Desa diangkat oleh Bupati setelah mendengar 
pertimbangan rakyat. Desa memiliki lembaga Rapat Desa. Rapat Desa 
membicarakan soal-soal penting yang mekanismenya telah ditentukan dalam 
Inlandsche Gemeente Regelling. Rapat Desa juga membuat peraturan mengenai 
urusan rumah tangga desa. Sedangkan contoh pemerintahan desa berdasarkan 
I.G.O.B (luar Jawa) adalah pemerintahan marga di Lampung. Berdasarkan 
ketentuan tersebut marga diakui sebagai bentuk pemerintahan terendah di 
Lampung. Marga dipimpin oleh Kepala Marga yang disebut Pesirah. Pesirah adalah 
kepala pemerintahan sekaligus kepala adat. Di bawah Kepala Marga terdapat 
Kepala Kampung. Di bawah Kepala Kampung terdapat Kepala Suku. Jika Pesirah 
berfungsi sebagai kepala adat maka ia disebut penyeimbang Adat.29 
Semua pejabat tersebut tidak mendapatkan tanah Bengkok seperti di Jawa 
tapi mendapatkan gaji dari Pemerintah Hindia Belanda. Hal inilah yang 
membedakan antara desa di Jawa dan di luar Jawa. Di Jawa, hampir semua desa 
memiliki tanah komunal yang sebagian dialokasikan untuk tanah jabatan atau tanah 
bengkok, sedangkan di luar Jawa, meskipun desa atau masyarakat desa memiliki 
tanah komunal atau ulayat, tidak ada yang di alokasikan untuk tanah jabatan. 
 
 
                                                          




3. Zaman Pendudukan Jepang 
Sampai dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang 
tahun 1942, tak ada peraturan baru mengenai desa. Bala tentara Jepang yang 
memerintah Indonesia menggantikan Hindia Belanda dengan waktu yang amat 
singkat yaitu 3,5 tahun tak sempat membuat kebijakan yang baru. Peraturan 
peninggalan Hindia Belanda yaitu I.G.O untuk desa-desa di Jawa dan Madura, 
I.G.O.B untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku. Hanya 
sebutan Kepala Desa menjadi Kuchoo, masa jabatan dari tak terbatas menjadi 
empat tahun, dan cara pemilihan dan pemberhentiannya di ataur lebih lanjut dalam 
Osamu Seirei No. tahun 2604 (1944) yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun 
Syoowa 19 (2604 atau 1944). Dari ketentuan Osamu Seirei ini ditegaskan bahwa 
Kuchoo (Kepala Ku atau Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. 
Sedangkan dewan yang berhak untuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat-
syarat lain dalam pemilihan Kuhoo adalah Guncoo. Masa jabatan Kucoo adalah 4 
tahun. Kucoo dapat dipecat oleh Syuucookan. 30 
Dengan demikian, pemerintahan desa pada zaman Jepang lebih 
menekankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengerahan rakyat untuk 
kepentingan pemerintahan atasnya yaitu Jepang. Pemerintahan desa sama sekali 
tidak menjalankan fungsi pembangunan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. 
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Dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat, Jepang telah membalikkan arah 
perkembangan desa: dari otonomisasi sistem liberal di bawah pemerintah Hindia 
Belanda kea rah pengendalian model fasisme di bawah tentara pendudukan Jepang. 
Sejak saat itu konsep otonomisasi desa menjadi hilang dan sebagai akibatnya bibit 
demokrasi dalam masyarakat desa juga hialng.31 
4. Zaman Kemerdekaan 
a. Desa dalam Konsepsi Founding Fathers dan Konstitusi 
Usulan founding fathers tentang desa tersebut berangkat dari hasil 
kajian yang dilakukan oleh para ahli khususnya bangsa Belanda. Para ahli 
bangsa Belanda. Menemukan bangsa telah ada dan memiliki kelembagaan 
yang lengkap dan mantap. Berdasarkan temuan para ahli ini, pemerintah 
Hindia Belanda kemudian memberikan pengesahan juridisnya. Dalam 
pengesahan ini desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi 
yang dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.32 
Berdasarkan kenyataan itulah maka menjelang merdeka, pada 
siding-sidang penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) antara 28 
Mei sampai dengan 22 Agustus 1945 Mohammad Yamin, salah satu peserta 
sidang, menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang susunan Negara. 
Mohammad Yamin (Sekretariat Negara) membagi susunan pemerintahan 
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menjadi tiga: Pertama, Pemerintah Bawahan yang berupah desa, atau yang 
setingkat dengan desa yang mempunyai hak mengatur rumah tangganya 
sendiri. Kedua, Pemerintah Atasan yang terbentuk di kota ibu Negara, 
Republuk Indonesia. Ketiga, antara Pemerintah Bawahan dan Pemerintah 
Atasan adalah Pemerintah Daerah, yang disebut dengan Pemerintah 
Tengahan.33 
b. Pemerintahan Desa pada Zaman Orde Lama dan Orde Baru 
Pada 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor 19 
tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat 
terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Indonesia. Pada pasal 
1 dijelaskan tentang Desapraja, yaitu Kesatuan masyarakat hukum yang 
tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya 
sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. 
Pengertian Desapraja di atas lebih merupakan defenisi yang lebih konkret 
dari apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini pemberian hak 
mengatur rumah tangga sendiri lebih tegas, sebagaimana diatur dalam pasal 
34. Secara organisasi Desapraja didukung oleh alat-alat kelengkapan yang 
diatur dalam pasal 7. Menurut pasal ini alat-alat kelengkapan Desapraja 
terdiri atas Kepala Desapraja, Badan Musyawara Desapraja, Petugas 
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Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja, dan 
Badan Pertimbangan Desapraja.34 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak sempat dilaksanakan 
karena terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibat peristiwa tersebut terjadi 
pergantian rezim. Rezim Soekarno atau Orde Lama jatuh dan digantikan 
oleh rezim baru atau Orde Baru yang berorientasi pembangunan menata 
ulang sistem ketatanegaraan untuk disesuaikan dengan tujuan 
pembangunan yang menjadi paradigmanya. Pemerintahan Orde Baru yang 
menggantikan Orde Lama memandang Undang-Undang ini tidak sesuai 
dengan perkembangan kenegaraan dan tujuan pembangunan yang sedang 
dilaksanakan. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, 
Undang-Undang tentang Desapraja dinyatakan tidak berlaku. Mulai saat itu, 
dasar hukum desa menjadi tidak jelas.35 
Setelah mengalami kevakuman selama 10 tahun, melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa mulai 
mendapat dasar aturan yang jelas lagi.Undang-Undang ini mengatur 
pemerintahan desa sebagai berikut: 
1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 
sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 
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langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawara Desa 
3. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa 
yang terdiri atas unsur staf dan unsur pelaksana, sekretariat desa sebagai 
unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana. 
4. Sekretaris desa memimpin sekretariat desa yang terdiri atas kepala-
kepala urusan. 
5. Desa bukanlah daerah otonom sebagaimana daerah otonom dalam 
pengertian Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II. 
6. Desa bukanlah suatu satuan wilayah. Desa hanya bagian dari wilayah 
kecamatan. 
7. Desa adalah satuan ketatanegaraan yang berkedudukan langsung di 
bawah kecamatan.36 
c. Pemerintah Desa pada Zaman Reformasi 
Dengan amandemen tersebut maka berdasarkan pasal 18B ayat 2 
kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut 
pasal tersebut, kebaradaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan 
masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui oleh 
konstitusi dan diatur dengan undang-undang. 
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Pada 2004 UU No. 22/1999 diganti dengan UU No.32/2004 tentang 
pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 diganti dengan UU No. 33/2004 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Baik UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 menganut prinsip-
prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan 
keanekaragaman. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, desa diatur sebagai 
berikut: status desa dikembalaikan sebagai kesatuan masyarakat hukum 
adat yang berwenan mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat, nomenklatur desa bisa 
menggunakan nama lain sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam 
masyarakat setempat, di desa dibentuk lembaga perwakilan rakyat yang 
berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, legislasi, dan pengawasan. Di 
samping itu, kedudukan desa yang dulu menurut UU No.5/1979 berada di 
bawah pemerintah wilayah kecamatan, menurut UU No. 32/2004 berada di 
bawah pemerintah kabupaten atau Kota. UU No. 32/2004 menetapakan 
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem 
pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Mengatur artinya 
kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur sedangkan 
mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan. Kesatuan 
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masyarakat hukum yang memilih kewenangan mengatur dan mengurus 
kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut 
mempunyai otonomi karena ia berwenan membuat kebijakan yang bersifat 
mengatur dan sekaligus juga berwenan membuat kebijakan yang bersifat 
mengatur dan sekaligus juga berwenan membuat aturan dan 
pelaksanaannya. Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, 
otonimi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah 
provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul adat 
istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah 
otonomi yang telah dimiliki yang sejak dahulu kala yang menjadi adat 
istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.37 
B. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar  
 
1. Letak Geografi Kabupaten Kepulauan Selayar 
Kabupaten Kepulauan Selayar dahulu Kabupaten Selayar adalah sebuah 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak 
di Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 903,35 km² dan 
berpenduduk sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar 
merupakan suatu kabupaten yang mempunyai beberapa kecamatan yang dipisahkan 
oleh lautan. 
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Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di antara 
24 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan dan 
memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan, yakni satu-
satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari 
daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 
terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan. 
Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar 
maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Luas wilayah 
Kabupaten Selayar tercatat 1.188,28 km persegi, wilayah daratan (5,23%) dan 
21.138,41 km² (94,68%) wilayah lautan yang diukur 4 (empat) mil keluar pada saat 
air surut terhadap pulau-pulau terluar. 
Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat 
(letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur 
yang berbatasan dengan: 
- Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone 
- Selatan :  Provinsi Nusa Tenggara Timur 
- Barat :  Laut Flores dan Selat Makassar 
- Timur :  Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur) 
Penduduk Kabupaten Selayar menurut Sensus Penduduk tahun 2000 
berjumlah 103.473 jiwa yang terdiri dari 48.963 jiwa laki-laki dan 54.510 jiwa 
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perempuan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,38% per tahun selama periode 
tahun 1999 - 2000. Komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri dari: 
- Penduduk usia 0 - 14 tahun sebanyak 26.659 jiwa (25,77%) 
- Penduduk usia 15 - 64 tahun berjumlah 69.485 jiwa (67,15%) 
- Penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 7.329 jiwa (7,08%) 
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Selayar pada tahun 1999 sebesar 
40.531 orang, yaitu yang bekerja sebanyak 38.777 orang dan jumlah pengangguran 
sebanyak 1.963 orang, sedangkan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 153 orang. 
Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 2000 adalah 
sebagai berikut38: 
- Kecamatan Benteng 15.309 jiwa (14,80%)  
- Kecamatan Bontoharu 10.535 jiwa (10,18%) 
- Kecamatan Bontomatene 16.688 jiwa (16,13%) 
- Kecamatan Bontomanai 13.788 jiwa (13,33%) 
- Kecamatan Pasimasunggu 12.691 jiwa (12,26%) 
- Kecamatan Pasimarannu 7.887 jiwa (7,62%) 
- Kecamatan Bontosikuyu] 12.652 jiwa (12,23%) 
- Kecamatan Takabonerate 9.387 jiwa (9,07%) 
- Kecamatan Pasilambena 4.536 (4,38%) 








C. Gambaran Umum Desa Laiyolo 
1. Letak Geografis Desa Laiyolo 
Desa Laiyolo dengan luas 2 km2 memiliki lahan perkebunan seluas 188 
hektar terletak 122,5” LS dan 119,50” BT – 120, 12” BT. Jarak antara Ibukota desa 
dengan jarak Ibukota Kabupaten sepanjang 2 km, waktu tempuh dapat mencapai 
60 menit dengan menggunakan motor. Secara adminitratif desa laiyolo memiliki 
batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Liyolo Baru 
- Sebelah timur berbatasan dengan laut flores 
- Sebelah selatan berbetasan dengan Desa Binanga Sombaiya 
- Sebelah barat berbatasan dengan laut flores 
Secara tepografi, tanah di Desa Laiyolo merupakan tanah yang kaya akan 
humus  sehingga tingkat kesuburannya sangat mendukung usaha pertanian yang 
dikembangkan oleh masyarakat. Tanaman yang umumnya diusahakan masyarakat 
antara lain jagung, padi, kacang tanah, kacang panjang, dan ubi kayu. 
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Desa Laiyolo Terdiri dari lima dusun, Dusun Padangoge, Dusun 
Pa’garangan, Dusun Sangkeha, Dusun Baringan, dan Dusun Lebo. Berdasarkan 
data yang ada, jumlah penduduk Desa Laiyolo tahun 2012 adalah sebanyak 1.370 
jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Laiyolo umumnnya penduduk 
didominasi oleh mereka yang tidak pernah atau putus sekolah. Sehingga 
kebanyakan petani daripada pegawai negeri. Penduduk Desa Laiyolo, secara 
keseluruhan menganut agama islam dengan jumlah mesjid sebanyak 5 bangunan. 
2. Gambaran Umum Perekonomian Desa Laiyolo 
Perekonomian masyarakat di Desa Laiyolo terdiri dari Pertanian, 
Perkebunan, Peternakan, dan Perdagangan. Dalam sektor pertanian yang di 
usahakan masyarakat di Desa Laiyolo meliputi palawija dan holtikultura. 
Berdasarkan data potensi Desa tahun 2012, pertanian dan tingkat produktifitasnya. 
Jagung yang lebih tinggi tingkat produktifitas 1 ton. Perkebunan, seperti halnya 
dengan usaha pertanian, usaha perkebunan yang dikelolah masyrakat relative lebih 
bervariasi meliputi kelapa, cengkeh, jambu mente, dan vanili. Kelapa merupakan 
komoditi andalan dengan tingkat produktifitas 2 ton. Peternakan yang dijalankan 
oleh masyarakat Desa Laiyolo merupakan usaha sampingan yang dikololah secara 
tradisional. Jenis ternak yang diusahakan antara lain sapi, kambing, dan ayam 
kampong dan kuda. Ayam kampong merupakan ternak primadona dengan jumlah 
pepulasi sebanyak 750 ekor. Ketidaksediaan pakan ternak secara memadai untuk 
usaha peternakan seperti rumput-rumputan menjadi salah satu tantangan dalam 
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meningkatkan produktivitas peternakan di Desa Laiyolo. Sekalipun demikian, 
usaha peternakan yang dikololah masyarakat cukup memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Usaha perdagangan yang dapat 
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A. Relasi Kepala Desa dan Masyarakat Pasca Pilkades di Desa Laiyolo 
Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar Periode 2008-2013 
 
Kepala Desa adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab 
yang sangat besar dalam menjalankan tugas. Yang di amanahkan atau di pilih oleh 
masyarakat, sehingga bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat desa 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai 
penyelenggara urusan pemerintahan Desa. 
Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain adalah 
membina perekonomian Desa, membina kehidupan masyarakat desa, 
mendamaikan perselisihan masayarakat di desa, memimpin penyelenggaraan-
penyelenggaraan pemerintah desa, memeliahara ketentraman dan ketertiban 
masyarakat desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di 
desa yang bersangkutan, dan memberi pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam 
menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa seperti Sekretaris 
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Desa. Sekretaris Desa biasanya diisi oleh orang yang berasal dari kalangan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS).39 
Kepala Desa dari segi relasi terhadap masyarakat di Desa Laiyolo ada yang 
mengatakan baik, ada yang kurang bermasyarakat dan ada pula yang mengatakan 
bahwa tidak baik. Maka dari itu Desa Laiyolo terbagi dari beberapa dusun yaitu 
Dusun Baringan, Dusun Sangkeha, Dusun Padangoge, Dusun Pa’garangan, dan 
Dusun Lebo. Dari bebarapa dusun yang saya teliti bahwa di Dusun pa’garangan, 
padangoge dan Baringan hampir masyarakat mengatakan bahwa hubungan dengan 
masyarakat berjalan dengan baik, akan tetapi di Dusun Sangkeha dan Dusun 
baringan hubungan Kepala Desa dan Masyarakat kurang baik. 
Dalam pembahasan ini peneliti mewawancarai 13 orang masyarakat Desa 
Laiyolo sebagai informan peneliti dan juga dianggap berkompeten untuk 
diwawancarai. Kemudian untuk mengetahui bagaimana relasi Kepala Desa dan 
masyarakat Pasca PILKADES di Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten 
Kepulauan Selayar Periode 2008-2013, maka peneliti memberikan pertanyaan 
kepada informan seperti, Bagaimana pendapat anda tentang pembangunan yang 
dilakukan kepala desa di dusun anda, Apakah kepala desa bersikap adil terhadap 
masyarakat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukungnya, Bagaimana 
hubungan anda dengan kepala desa dan pandangan anda tentang perilaku kepala 
                                                          
39 Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia nomor 72 tahun  2005 tentang  desa. 
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desa terhadap semua masyarakat dan pertanyaan lain yang relevan dengan relasi 
Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Laiyolo. 
Menurut pendapat salah seorang sosiolog dan psikolog dari Amerika 
mengemukakan keinginan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk meneliti seluk 
beluk satu kelompok tertentu, yang perlu diselidiki bukan hanya aktivitas dan 
penyesuaiannya. Tetapi perlu juga diteliti mengenai perubahan-perubahan yang 
terjadi pada kehidupan bathiniyah, sikap-sikap, kehendak, maupun perasaannya.40 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir, tokoh masyarakat di Dusun 
Padangoge maka di peroleh informasi bahwa, Kepala Desa dalam periode pertama, 
melayani masyarakat dengan cukup baik tapi dari segi pembangunan kurang 
berhasil karena memang masih ada pembangunan yang belum selesai yaitu 
pembangunan drainase. Hubungan saya dengan Kepala Desa baik begitupun 
dengan masyarakat di Dusun Padangoge.41 Waktu wawancara dengan Bapak 
Samsul, masyarakat Dusun Padangoge beliau mengatakan: 
 “Baik karena selama dalam jabatannya dia tidak pernah korupsi, tidak 
sombong, bergaul dengan masyarakat, menjungjung tinggi agama dan taat 
beribadah. Pembangunan yang dilakukan kepala desa kurang berhasil 
karena kami menganggap belum ada yang kami liat pembangunan yang 
nampak semasa dia menjabat kepala desa. Terutama di dusun kami yaitu 
padangoge. Bersikap adil karena saya menganggap tidak membeda-
bedakan siapa saja yang membutuhkan dia selalu hadir dalam setiap acara 
yang diadakan masyarakat. Sepertinya dia tidak pernah mempersulit 
masyarakat siapa saja karena menurut saya dia tidak membedakan 
pendukung dia ataupun yang tidak mendukungnya. Hubungan saya dengan 
                                                          
40 Zainal Arifin, S.Pd., M.Pd. Ilmu Sosial Budaya Dasar (Pengantar Mata Kuliah Umum 
di Perguruan Tinggi) (Makassar: Anugrah Mandiri, 2012), h. 142 
41 Sumber: Nasir, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Laiyolo yang tinggal di Dusun 
Padangoge, senin, wawancara di kediamannya, 7 Oktober 2013, jam 02.00 WITA  
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Kepala Desa baik selama dalam masa jabatannya dia tidak pernah 
mempersulit kami dalam bentuk urusan apapun. Perilaku tentang Kepala 
Desa baik karena menyatu dengan masyarakat”.42 
 
Dari pendapat Bapak Nasir dan Bapak Samsul, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa relasi Kepala Desa dan Masyarakat di Dusun Padangoge 
baik karena melayani masyarakat dengan baik, bergaul dengan masyarakat yang 
ada di Dusun Padangoge. Tapi dari segi pembangunan untuk menyediakan sarana 
masyarakat di Dusun Padangoge Kepala Desa kurang berhasil.  
Dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin, pekerjaan Pegawai 
Negeri selaku orang yang berpengaruh di Dusun Pagarangan beliau mengatakan: 
 “Menurut saya tentang pemerintahan kepala desa di periode pertama, baik 
karena sesuai dengan kenyataannya bapak kepala desa kami dapat 
menghimpun semua masyarakat baik pendukung maupun bukan 
pendukung. Kemudian dari segi keagamaan beliu bisa dikatakan dia orang 
yang sangat taat beribadah. Dari segi pemerintahan beliau berhasil 
mengembang amanah dan masyarakat sampai akhir periodenya. 
Pembanguan dilakukan kepala desa, berhasil karena ada beberapa bukti 
fisik di antaranya, adanya pembangunan sekolah TK dan posyandu di 
dusun kami Pagarangan sehingga masyarakat tidak susah lagi ke ibu kota 
kecamatan untuk menyekolahkan anaknya di TK dan masyarakat tidak 
susuh lagi ke ibu kota kecamatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 
atau berobat ke dokter. Adil, dilihat dari segi pemerintahan Kepala Desa 
selalu mengutamakan kejujuran kata, selalu bersikap adil apabila ada 
masyarakatnya yang terkena perkara. Beliau selalu melakukan 
pendampingan, kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan. Kepala Desa untuk urusan masyarakat yang tidak 
mendukung dipersulit, tidak pernah karena beliu berprinsip bahwa 
siapapun itu kalau dia ada dalam wilayahnya maka itu merupakan 
masyarakatku dan tanggung jawabku. Hubangan saya dengan kepala desa 
baik, karena tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. 
Pandangan saya tentang perilaku kepala desa terhadap semua masyarakat, 
                                                          
42 Sumber: Samsul, Pekerjaan Petani, Masyarakat Desa Laiyolo yang tinggal di Dusun 
Padangoge, senin, wawancara di kediamannya, 7 Oktober 2013, jam 09.00 WITA 
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baik dipandang dari segi pemerintahan, keagamaan, budaya, sosial, dan 
kemasyarakatan”. 43 
 
Hubungan masyarakat Dusun Pagarangan baik, karena Kepala Desa 
Laiyolo dapat menghimpun semua masyarakat yang ada di Dusun Pagarangan dan 
dari segi pembangunan. Kepala Desa Laiyolo membangun TK dan Posyandu di 
Dusun Pagarangan dan diperhatikan oleh Kepala Desa karena Ibu Kota dari Desa 
Laiyolo sehingga Kepala Desa membangun sarana dan prasarana.  
 Bapak Baso Opuh sebagai tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baringan 
ketika peneliti mewawancarai maka beliau mengatakan bahwa: 
“Menurut saya tentang kepala desa di periode pertama, baik karena kepala 
desa sangat prihatin terhadap masyarakat yang ada di Dusun Baringan. 
Pembangunan yang di lakukan Kepala Desa di dusun saya, Baringan’ 
kurang berhasil karena saya tidak bisa membedakan mana yang di bangun 
kepala desa dan mana yang di bangun oleh pemborong. Kepala desa 
bersikap adil terhadap masyarakat, pendukung dan bukan pendukung, 
karena kepala desa baik terhadap masyarakatnya dan tidak pernah 
mencampuri urusan masyarakat”.44 
 
Dari hasil penelitian di atas bahwa pembangunan yang ada di Dusun 
Baringan kurang berhasil karena pembangunan yang ada di dusun tersebut masih 
di bangun oleh pemerintah daerah. Proyek dari Pemerintahan Daerah masuk ke 
Dusun Baringan sehingga masyarakat tidak bisa membedakan mana pembangunan 
dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Hubungan Kepala Desa dengan 
masyarakat Dusun Baringan baik, karena Kepala Desa menjaga hubungannya 
                                                          
43 Sumber : syamsuddin Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, masyarakat Desa Laiyolo yang 
tinggal di Dusun Pagarangan, wawancara di kediamanya, selasa, 8 0ktober 2013, jam 09.00 WITA 
44 Sumber : Baso Opuh, Pekerjaan Wiraswasta, masyarakat Desa Laiyolo yang tinggal di 
Dusun Baringan, wawancara di kediamannya, selasa, 8 0ktober 2013, jam 04.00 WITA 
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dengan masyarakat dan Kepala Desa memperhatikan masyarakat di Dusun 
Baringan. 
Dilihat dari pendapat di atas maka peneliti menganggap bahwa keempat 
sampel ini merupakan pendukung Kepala Desa dan sangat berpengaruh di dusun 
masing-masing. sehingga Kepala Desa menjaga hubungan dengan masyarakat di 
tiga dusun ini karena adanya kepentingan. Menurut Polak (1974), kepentingan 
dalam arti luas merupakan “keadaan subyektif jiwa yang cenderung untuk 
bertindak dengan cara tertentu pula apabila ada stimulus, seperti rasa iri, kebencian, 
pemujaan, penghinaan, dan kepercayaan”. Kesemuanya itu berisikan sikap 
obyektif, tetapi yang dinilainya adalah keadaan jiwa. Jika kepentingan seseorang 
berpusat pada obyek, maka hubungan antara obyek dengan orang semakin penting. 
Obyek berarti menyita perhatian orang.45 Kepala Desa Laiyolo menjaga 
hubungannya karena adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pemerintahan desa. 
Dari informasi yang di dapatkan oleh peneliti dari Dusun Sangkeha dan 
Dusun leboh. Bahwa Dusun Sangkeha, kebanyakan bukan pendukung Kepala Desa 
karena calon yang ada di Dusun Sangkeha bersaing dengan Kepala Desa sehingga 
masyarakat yang ada di dusun tersebut kurang di perhatikan. Pada saat meneliti 
tiba-tiba ada salah satu masyarakat yang bertanya tentang “apakah ini memang 
tidak ada unsur politiknya”?. Maka jawaban saya sangat simpel “tidak pak” karena 
ini hanya penelitian tentang skripsi. Bahwa masyarakat Dusun Sangkeha, tidak 
                                                          
45 Ibid, h. 142 
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adanya hubungan kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat karena 
masyarakat tau diri, bahwa bukan dukungangnya yang terpilih sebagai Kepala 
Desa.  
Masyarakat di Dusun sangkeha lebih banyak yang tidak setuju atau tidak 
sepaham dengan kinerja Kepala Desa Laiyolo karena Kepala Desa tidak transparan 
kepada masyarakat dalam pembangunan desa, dia seakan menutup diri terhadap 
pembangunan yang akan dilakukannya. Kepala Desa tidak bersikap adil kepada 
masyarakat di Dusun Sangkeha. 
Dari pendapat di atas bahwa di perkuat dari hasil wawancara Bapak Muh. 
Jupri sebagai masyarakat Dusun sangkeha bahwa Kepala Desa kurang 
memperhatikan masyarakat yang ada di Dusun Sangkeha, karena kebanyakan 
bukan pendukung Kepala Desa.46 Sewaktu mewawancarai Bapak Hatta sebagai 
tokoh masyarakat di Dusun Sangkeha yang mengatakan: 
 “Menurut saya tentang kepala desa di periode pertama, kurang baik 
karena tidak punya upaya untuk mencari solusi atau inisiatif sendiri baik 
dari segi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan 
yang dilakukan kepala desa di Dusun Sangkeha, kurang berhasil karena 
pembangunan ada hanya saja anggarannya bersumber dari anggaran desa 
dan pembangunan non fisik tidak terperhatikan. Kepala Desa bersikap 
tidak tegas dalam artian Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan 
tidak berpendirian tetap. Perilaku kepala desa kurang baik karena tidak 
ada diskomunikasi dengan masyarakat umum dalam artian Kepala Desa 
kebanyakan hanya bergaul dengan orang-orang tertentu. Misalnya dengan 
kerabatnya dan sesama islam jamaah, Ketika mau lanjut periode kedua ada 
perangkat desa atau kepala dusun yang dikeluarkan”.47 
                                                          
46 Sumber: Muh. Jupri, Pekerjaan Petani, masyarakat Desa Laiyolo tinggal di Dusun 
Sangkeha, wawancara di kedaiamannya,  selasa, 22 0ktober 2013, jam 10.00 WITA 
47 Sumber: Hatta, Pekerjaan Petani, masyarakat Desa Laiyolo tinggal di Dusun Sangkeha, 




Peneliti mendapatkan Informasi di Dusun Lebo bahwa ada anggota BPD 
(Badan Permusyarawatan Desa), yang masuk calon pada saat PILKADES yang 
bernama Bapak Iskin. Bapak Iskin sendiri pindah domisili akibat dari kekalahannya 
pada saat PILKADES, karena pada saat pemilihan Kepala Desa suasananya 
semakain memanas dan saling menjelekkan lawan politik sehingga Bapak Iskin 
tidak mau lagi bekerjasama dengan pemerintah desa terutama  Kepala Desa yang 
merupakan lawan politik.  
Kepala Desa masih mendengar intervensi dari keluarga maupun kerabatnya. 
Sehingga ketika Kepala Desa ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada 
masyarakat di Dusun Lebo, tetapi dari pihak keluarga atau kerabat tidak setuju 
maka Kepala Desa mengurungkan niatnya untuk berbuat baik kepada masyarakat. 
Sehingga ketika kita menjadi pemimpin tidak harus mendengarkan keluarga atau 
kerabat karena kita yang memimpin bukan keluarga kita atau kerabat kita, dan 
Kepala Desa harus tegas dalam mengambil keputusan.  Maka dari itu, peneliti 
mewawancarai masyarakat Dusun Lebo. Waktu wawancara dengan Bapak 
Sahapuddin yang mengatakan bahwa:  
 “Menurut saya dengan Kepala Desa di periode pertama kurang baik 
karena kepemimpinan Kepala Desa di Desa Laiyolo adanya campur tangan 
dari keluarga dan kerabat. Pembangunan tidak berhasil karena adanya 
lagi campur tangan keluarga yang sering mempengaruhi kepala desa ketika 
ada mau dilakukan. Apakah kepala desa bersikap adil terhadap masyarakat 
pendukung dan bukan pendukung, tidak karena ketika ada sumbangan 
kepala desa memilih masyarakat untuk diberikan, mana pendukung dan 
bukan pendukung.. Selama kepemimpinan Kepala Desa semua urusan 
masyarakat yang tidak mendukung dipersulit, ya karena saya pernah 
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mengalimi pada saat saya mengurus surat pengantar untuk Kartu Tanda 
Penduduk. Pada saat itu Kartu Tanda Penduduk dibuat di kantor 
kecamatan sehingga pakai pengantar dari Desa. Hubungan saya dengan 
kepala desa, tidak baik. Pendapat saya tentang perilaku kepala desa 
terhadap masyarakat, kurang baik”.48 
 
Dalam membahas relasi Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Laiyolo, 
merupakan hal yang sangat sulit, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Kepala 
Desa adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk membangun masyarakat 
Desa Laiyolo. Kepala Desa memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan 
struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Kepala Desa mendominasi segi 
kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh 
Kepala Desa. Kekuasaan Kepala Desa yang dilegitimasikan secara metafisis oleh 
negara yang memungkinkan masyarakat dapat mematuhinya.  
Kepala Desa yang mempunyai kewenangan yang luas, mendominasi 
kehidupan dalam sistem politik, di pemerintahan desa. Kepala Desa dikatakan 
sebagai elit politik di pemerintahan desa karena bisa mencapai jabatan tertinggi di 
lapisan masyarakat. Sehingga bisa saja, masyarakat tidak mau memberikan 
informasi yang akurat karena nanti melah menjadi masalah baginya maka dari itu, 
kita harus menjadi bagian dari masyarakat supaya hasil penelitian lebih efektif. 
Relasi Kepala Desa sangat erat hubungannya dengan tujuan dan kinerja 
yang mau dicapai oleh suatu pemerintahan desa atau Kepala Desa. oleh karena itu, 
kepemimpinan Kepala Desa selalu dihubungkan dengan kegiatan Kepala Desa 
                                                          
48 Sumber : Sahapuddin, Pekerjaan Petani, masyarakat Desa Laiyolo tinggal di Dusun 
Lebo, wawancara di kediamannya, senin, 21 0ktober 2013, jam 09.30 WITA 
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dalam mengarahkan anggotanya untuk mewujudkan tujuannya. Kepala Desa tidak 
merangkul semua masyarakat yang ada di Desa Laiyolo. Kepala Desa masih 
melihat ini kawan dan ini lawan. Sehingga masyarakat bukan pendukung 
dikucilkan di pemerintahan desa dan tidak di berikan ruang untuk berpartisipasi. 
Pada saat PIlKADES baru-baru ini, ada Kepala Dusun dikeluarkan akibat tidak 
mendukung Kepala Desa untuk periode keduanya. Kepala Desa tidak memberikan 
ruang untuk lawan politiknya karena bisa menjadi petaka baginya.  
Dasar-dasar Kepemimpinan Menurut Al-Quran Surat An-nisa: 58-59 
hubungannya dengan relasi Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Laiyolo adalah: 
1. Surat An-nisa: 58 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat.49 
 
Berdasarkan ayat diatas turun kepada para pemimpin, mereka harus 
menyampaikan amanah kepada pemiliknya (ahlinya). Jika mereka memutuskan 
perkara diantara manusia harus seadil-adilnya karena pemimpin yang memegang 
penuh kekuasaan atau di pemerintahan desa. Kepala Desa Laiyolo mengaplikasikan 
kepemimpinan hanya kepada pendukung karena berkat dia sehingga bisa menjabat 
sebagai kepala desa. Kepala Desa Laiyolo belum memenuhi dasar-dasar 
                                                          
49 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 




kepemimpinan dari Al-Quran karena Kepala Desa Laiyolo hanya menyampaikan 
amanat kepada pendukungnya, tidak menyampaikan amanat kepada semua 
masyarakat Laiyolo yang berhak menerimanya. Sesunggauhnya Allah memberikan 
pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Dimana pengajaran yang diberikan Allah 
SWT tentang kebaikan, bagaimana menjaga hubungan yang baik sesama manusia.  
2. Surat An-nisa: 59 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.50 
 
Berdasarkan ayat diatas turun kepada orang yang dipimpin. Mereka harus 
mentaati penguasa, melaksanakan amanah dari pemimpin. Tetapi mereka tidak 
boleh taat kepada pemimpin yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Jika ada 
perselisihan harus mengembalikannya kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul. 
Karena disini membahas antara pemimpin dan masyarakat yang berbeda pendapat. 
Sehingga saya menghubunkan dengan surat An-nisa karena jika berbeda pendapat 
harus di kembalikan kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). 
Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang 
baik. Pemimpin kuat adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang tepat 
dalam hantaman menuver lawan politik. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin 
yang rakyatnya merasa terayomi. Orang-orang yang ia pimpin yakin melakukan 
                                                          
50 Ibid., h. 123 
62 
 
pekerjaan-pekerjaan mereka karena pemimpinnya adalah sosok yang memiliki 
tanggung jawab tinggi. Visi kepemimpinan merealisasikan cita-cita kemerdekaan 
hanya bisa tercapai oleh karakter luhur. Indonesia tentu tak cukup hanya maju 
secara budaya dan teknologi  serta ekonomi seperti jepang. Keyakinan beragama 
yang kuat di negeri ini harus menjadi bagian dari visi politik dan pembangunan.51 
Maka dari itu Kepala Desa Laiyolo harus menjadi pemimpin yang kuat dan 
tidak mudah terpancing dengan masyarakat yang ingin menyebarkan isu-isu politik 
tidak baik. Siap menghadapi permasalahan yang terjadi di wilayahnya atau di 
pemerintahan desa. Tidak perlu takut dengan siapapun selagi untuk kepentingan 
rakyat. 
Dimana keberhasilan Kepala Desa Laiyolo dikatakan berhasil karena dilihat 
dari kinerjanya. kinerja merupakan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 
selama periode dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 
Bahwa kenerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan di inginkan dapat tercapai 
dengan baik. Maka Kepala Desa Laiyolo bisa dikatakan sukses apabila dilihat dari 
pengertian diatas karena sesuai dengan keinginan dan tujuan Kepala Desa. 
 
B. Dampak Relasi Kepala Desa dan Masyarakat Terhadap Pembangunan di 
Desa Laiyolo 
Kepemimpinan Kepala Desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya 
                                                          
51 Tamsil, Linrung. Politik Untuk Kemanusiaan (Makassar: Tali foundation, 2013), h. 15 
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pembangunan, karena merekalah ujung tombak dalam pembangunan di desa bisa 
tercapai. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat, perilaku masyarakat, tradisi 
masyarakat dan keyakinan mereka bahwa pembangunan tersebut akan membawa 
dampak terjadinya perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan tarap hidup 
mereka, pelaksanaan pembangunan Desa akan lebih berdaya guna dan berhasil 
guna serta akan tumbuh swadaya dan kemandirian masyarakat dengan 
mengembangkan swadaya masyarakat sehingga akan menimbulkan keserasian 
yang dinamis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang disepakati 
bersama.52 
Dalam pembangunan desa terdapat dua elemen dasar yaitu pemerintah dan 
masyarakat dalam usaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka berdasarkan 
pemikiran sendiri, pemerintah dalam hal ini Kepala Desa wajib membangkitkan 
dan mendorong masyarakat desa kearah yang lebih baik yang dinyatakan dalam 
perilaku sehari-hari, program yang dicanangkan dalam berbagai proses 
pelaksanaan pembangunan umum masyarakat setempat. Pembangunan desa 
sebagai suatu proses dengan upaya masyarakat desa yang bersangkutan 
dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, 
sosial, dan kebudayaan masyarakat dan kemukinan mereka diberi sumbangan 
                                                          
52 Richard O, Karauwan. Tinjauan Tentang Perilaku Kepimpinan Kepala Desa Dalam 




GTnlBVXg&bvm=bv.57967247,d.bmk di akses Minggu 15 Desember 2013, Jam 14.00 WITA 
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penuh kepada kemajuan nasional. 
Relasi Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Laiyolo berdampak pada 
pembangunan di setiap dusun karena Kepala Desa memperhatikan pembangunan 
terhadap dusun yang mendukungnya sehingga peneliti mewawancarai Kepala 
Dusun. Dusun yang di perhatikan oleh Kepala Desa yaitu Dusun Pagarangan, 
Dusun Padangoge, dan Dusun Baringan, dusun yang kurang diperhatikan oleh 
Kepala Desa yaitu Dusun Sangkeha Dan Dusun Lebo. 
Tabel 1.1: Desa Laiyolo 
Dusun Diperhatikan Dusun Kurang Diperhatiakan 
1. Dusun Pagarangan 
2. Dusun Padangoge 
3. Dusun Baringan  
1. Dusun Sangkeha 
2. Dusun Lebo 
 
Dalam kepemimpinan selalau ada pihak yang mendukung dan tidak 
mendukung sehingga berpengaruh terhadap desa dan dusun karena berbedanya 
kepentingan dan kebutuhan setiap desa dan dusun. Dalam pemerintahan desa, 
Kepala Desa menentukan arah pembangunan di setiap dusun karena Kepala Desa 
menentukan kebijakan dan membuat peraturan dalam pemerintahan desa 
Tujuan pemimpin adalah mensejahterakan masyarakat baik dari yang 
mendukung maupun tidak mendukung dan bisa meningkatkan sumber daya alam, 
sumber daya manusia dan paling utama adalah keimanan. Jika itu semua bisa 
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terpenuhi maka kita bisa di katakan berhasil dalam kepemimpinan dan melahirkan 
pemimpin yang baik. 
Menurut Hasaruddin Kepala Dusun Pagarangan mengatakan hubungan 
antara Kepala Desa dengan masyarakat sangat baik dan pembangunan di Dusun 
Pagarangan lumayan berkembang dan apapun keperluan masyarakat selalu 
diperhatikan oleh Kepala Desa.53 
Kepala Desa Laiyolo selalu berkoordinasi dengan masyarakat di Dusun 
Pagarangan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kepala Desa memiliki 
semangat kerjasama yang tinggi, selalu mengarahkan program pemerintah yang 
akan dilaksanakan di desa, karena Dusun Pagarangan Sekaligus Ibu Kota Desa 
sehingga sarana dan prasarana di prerioritaskan dalam Dusun Pagarangan.  
Menurut Bapak Densa Boja selaku Kepala Dusun Padangoge mengatakan 
bahwa dalam Pemerintahan Kepala Desa sangatlah baik karena dimana Kepala 
Desa selalu terbuka kepada masyarakat di Dusun padangoge.54  
Jika ada bantuan beras rasking Kepala Desa bermusyawara dengan 
masyarakat agar masyarakat paham atau mengerti siapa-siapa yang berhak 
menerima beras rasking sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kepada 
pemerintah desa. 
                                                          
53 Sumber : Hasaruddin, Kepala Dusun Pagarangan,  wawancara di kediamanya, Senin, 7 
Oktober 2013, jam 15.00 WITA 
54 Sumber : Densa Boja, Kepala Dusun Pasangoge, wawancara di kediamanya, selasa, 8 
Oktober 2013, jam 13.00 WITA 
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Menurut Bapak Amiruddin, dia mengatakan bahwa hubungan Kepala Desa 
dengan masyarakat di Dusun Baringan selama ini berjalan dengan baik, jika  Kepala 
Desa di undang pada acara pernikahan, beliau selalu hadir sehingga masyarakat 
berantusias menyambut kedatangannya. Dari segi pembangunan untuk Dusun 
Baringan Kepala desa memberikan bantuan kepada nelayan yang kurang mampu.55 
Kepala Desa Laiyolo dalam manjalankan pemerintahan dan pembangunan 
selalu transparan dan dinamis. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
dari hasil wawancara di atas merupakan hal yang sangat positif dalam pembangunan 
yang dapat terealisasi dengan lebih baik dan efektif untuk kepentingan masyarakat. 
Kepala Desa menjadi panutan bagi masyarakat di tiga dusun ini, yaitu 
dengan tidak  membeda-bedakan semua warga yang membutuhkan pelayanan. 
Kepala Desa dalam mengurus perkara atau masalah melakukan secara kekeluargaan 
sehingga tidak timbul kebencian diantara meraka, terkecuali jika ada perkara atau 
masalah lebih besar maka perkara tersebut di serahkan ke pengadilan. Agar 
masyarakat lebih segan dan berantusias untuk berpartisipasi dalam segala program 
pembangunan. 
Dampak dari relasi Kepala Desa dan masyarakat di Desa Laiyolo dari segi 
pembangunannya, Dusun Sangkeha dan Dusun lebo ketika ada bantuan dari 
pemerintah desa, maka hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan 
tersebut. Kepala Desa dalam melakukan pembangunan di dua dusun ini sangat tidak 
                                                          
55 Sumber : Amiruddin, Kepala Dusun Baringan, wawancara di kediamanya, selasa, 8 
Oktober 2013, jam 09.00 WITA 
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efektif dibandingkan dengan dusun-dusun lain, tidak transparan dan tidak adanya 
kordinasi dalam melakukan pembagian bantuan kepada masyarakat. 
Kelompok sasaran kebijakan Program RASKIN adalah rumah tangga 
miskin dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga 
melalui penjualan beras bersubsidi, memberikan bantuan pangan keluarga miskin  
dalam rangka memenuhi kebutuhan beras, dan untuk meningkatkanatau membuka 
akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras.56 
Kepala Desa tidak membagikan beras raskin secara efektif di Dusun 
sangkeha dan Lebo karena akibat dari Pemilihan Kepala Desa yang berdampak 
kepada masyarakat.  
Menurut Bapak Numing selaku Kepala Dusun mengatakan bahwa Kepala 
Desa tidak mempunyai kebersamaan dan tidak terbuka kepada masyarakat 
setempat, karena dia hanya mementingkan dusun yang memilihnya atau yang 
mendukungnya sewaktu pemilihan. Masyarakat di dusun ini sangat kewalahan jika 
ada kepentingan kepada Kepala Desa.57  
Masyarakat kurang diperhatikan oleh Kepala Desa, misalnya masyarakat 
ingin mengurus surat pengantar ke kecamatan, Jika ada bantuan beras rasking untuk 
masyarakat Dusun Sangkeha, cuman 20 atau 50 orang yang mendapatkan dan yang 
                                                          
56http://data.tnp2k.go.id/file_data/Publikasi/pedoman/Kemenko%20Kesra%20RI%20201
2%20--%20Pedoman%20Umum%20Penyaluran%20Raskin%202012.pdf di akses Minggu, 15 
Desember 2013, jam 15.00 WITA 
57 Sumber : Numing, Kepala Dusun Sangkeha, wawancara di kediamanya, Rabu, 9 
Oktober 2013,  jam 14.00 WITA 
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layak mendapatkan beras rasking kurang lebih seratus orang. Pembangunan di dua 
dusun ini tidak terlalu diperhatiakan, untuk pembangunan posyandu di dusun ini 
ada tapi ketika dilakukan pekerjaan diberikan kepada keluarganya sendiri. 
Menurut Bapak Andi Nurdin bahwa Dusun Lebo tidak di perhatikan karena 
masyarakat di Dusun Leboh kebanyakan bukan pendukung Kepala Desa sehingga 
kurang diperhatikan dari Kepala Desa, baik dari segi sarana dan prasarana. 58 
Dampak dari relasi Kepala Desa dan Masyarakat berdampak pada Dusun 
Sangkeha dan Dusun Lebo yang tidak meratanya pembagian beras raskin dan ketika 
ada bantuan alat pertanian dan bantuan untuk nelayan kepada masyarakat, di Dusun 
Sangkeha dan Leboh tidak dibagikan secara merata.  
Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa tentang kendala dalam 
melakukan pembangunan. Kepala Desa membagi menjadi beberapa bagian yang 
merupakan kendala bagi Desa Laiyolo dalam pembangunan yang dimana Kualitas 
dan kapasitas sember daya manusia yang paling penting dalam melakukan 
pembanguan karena sumber daya manusia dapat terpenuhi maka pemerintahan desa 
dan masyarakat memberikan dampak positif. 
Kendala Kepala Desa dalam melakaukan pembangunan desa di Desa 
Laiyolo sebagai berikut: 
1. Kualitas dan Kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, 
2. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, 
                                                          
58 Sumber : Andi Nurdin, Kepala Dusun Lebo, wawancara di kediamannya, Senin, 21 
Oktober 2013,  jam 15.00 WITA 
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3. Rendahnya tingkat produksi pertanian , 
4. Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang memburuk , 
5. Tingkat kesehatan masyarakat relative masih rendah , 
6. Rendahnya tingkat investasi dan peran swasta dalam pembangunan 
pariwisata, 
7. Minimnya lapangan kerja yang tersedia, 
8. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pedesaan, 
9. Minimnya kemandirian masyarakat desa, 
Visi misi Desa Laiyolo, sehingga arah kebijakan dalam pembangunan desa 
di Desa Laiyolo, meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia 
aparatur pemerintah desa terwujudnya pelayanan prima secara efektif dan efesien 
yang berpihak pada kepentingan umum. Mengembangkan usaha pertanian agar 
produktif dan efesien sehingga menhasilkan produksi yang memiliki nilai tambah 
dan daya saing. Meningkatkan mutu lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat 
lebih sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan.59 
Mendorong pencapaian lapangan kerja berkualitas, produktif untuk 
mewujudkan kehidupan ekonomi secara layak dan wajar. Meningkatkan kapasitas, 
kualitas serta peran lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga kepemudaan dan 
keagamaan di desa. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir dalam hal 
                                                          
59 Sumber : Suparman, Kepala Desa Laiyolo, wawancara dikediamannya, senin, 28 
Oktober 2013, jam 16.00 WITA 
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kemandirian lokal untuk mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi 
di lingkungan masing-masing. 
Otonomi yang secara gencar disuarakan oleh pemerintah, dikumandangkan 
agar dapat lebih mengangkat sendi-sendi kehidupan masyarakat di pedesaan, 
hingga saat ini ternyata belum dapat terealisasi. Hak masyarakat untuk mengelola, 
mengolah dan memberdayakan potensi wilayahnya belum juga diperoleh. 
Seharusnya pemerintah mau memberikan keleluasaan pada masyarakat pedesaan, 
untuk memanajemen sumber daya alamnya sendiri, meskipun hal ini tidak bisa 
lepas dari pengawasan pemerintah daerah.60 
Selama ini desa bukan hanya obyek yang tidak diperhatikan betul 
perkembangannya. Kalau ada perhatian kepada pemerintahan desa, hal tersebut 
baru bisa dikatakan sebagai obyek, misalnya bila ada pengucuran bantuan, 
masyarakat hanya di posisikan sebagai penerima tanpa pernah diajak untuk berpikir 
apakah bantuan yang diterima itu akan bermanfaat atau tidak Bantuan desa yang 
dulu pernah ada, sebenarnya sangat penting, karena desa juga tidak bisa dibiarkan 
berkembang sendiri. Karena tidak semua desa memiliki potensi yang sama ada 
yang relatif sumber daya alamnya bagus, pertaniannya bagus, tetapi ada juga yang 
tertinggal. Ini yang seharusnya semua diperhatikan pemerintah, minimal 
                                                          
60 http://www.temanggungkab.go.id/sot.php?mnid=131, di akses hari Minggu, 15 
Desember 2013, jam 13.00 WITA 
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penyediaan infrastruktur di tingkat desa. Misalnya fasilitas jalan, fasilitas 
pendidikan, fasilitas kesehatan juga seharusnya tetap dibantu pemerintah.61 
Memimpin sebuah desa tidak diperlukan basik pendidikan yang tinggi. 
Kecakapan dan kemampuan memimpin saja sudah cukup. Aparat desa harus 
mampu menempatkan diri sebagai seorang pengayom bagi masyarakatnya, tidak 
berdiri di satu pihak saja. Bahkan seseorang yang hanya lulusan Sekolah Menengah 
Pertama, sah-sah saja untuk menjadi Kepala Desa dan juga perangkat desa lainnya, 













Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di Desa 
Laiyolo masyarakatnya sebagian besar petani, oleh karena itu pemikirannya tidak 




terlalu luas, mereka lebih banyak beraktifitas di kebun masing-masing. Maka dari 
itu peran Pemerintah Desa sangatlah penting untuk membina masyarakat di Desa 
Laiyolo agar perekonomian dan yang lainnya lebih baik. Tetapi Kepala Desa tidak 
memperhatikan masyarakat yang bukan pendukung karena akibat dari PilKADES 
yang sangat memanas. 
Dalam kinerja Kepala Desa saat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan 
oleh masyarakat karena dalam pembangunan di Desa Laiyolo tidak berhasil. 
Perilaku Kepala Desa terhadap pendukung, baik karena adanya saling kerja sama 
atau kepentingan sehingga saling membantu antara Kepala Desa dengan masyarkat 
pendukung. Perilaku Kepala Desa dengan masyarakat bukan pendukung, tidak baik 
karena Kepela Desa tidak mempunyai kepentingan sehingga Kepala Desa tidak 
perhatian dengan masyarakat bukan pendukung. Kepala Desa tidak melakukan 
kerja sama dengan semua masyarakat yang tidak memandang kawan atau lawan. 
Seharusnya merangkul semua masyarakat. 
Tidak ada peningkatan atau kemajuan karena Kepala Desa hanya terbuka 
dan mementingkan keluarganya dan orang-orang yang mendukung. Memutuskan 
silahturahmi kepada yang kontra karena di dalamnya masih timbul balas dendam 
atau ada kata-kata yang saling menyinggung. 
B. Saran 
Maka dari itu perilaku Kepala Desa seharusnya tidak boleh memutuskan 
silahturahmi dan menyimpan balas dendam terhadap masyarakat yang tidak 
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mendukung dan calon kepala desa yang lain agar desa tersebut maju dan kerjasama 
antara Kepala Desa dan masyarakat baik, pendukung dan bukan pendukung karena 
bukan untuk orang lain tetapi untuk generasi yang ada di desa tersebut yang bisa 
memberikan contoh sehingga lebih baik. 
Kepala Desa harus merangkul semua masyarakat yang tidak memandang 
bahwa ini adalah pendukung saya dan bukan pendukung saya karena akan 
berdampak dari pembangunan desa agar masyarakat sejahtera dan aman. Kepala 
Desa harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik karena pemeimpin yang 
berhasil adalah pemimpinpin yang bisa mendidik pemuda agar menjadi pemimpin 
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